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Abstract
This study aims to analyze the potential acceptance and the effectiveness of the 
existing street lighting tax in Gresik for five years, it is from 2009 to 2013. The 
data used is from the Department of Revenue, Finance and Asset Management as 
well as data from the PT. PLN Persero APJ in Gresik. The analytical method used 
is that the analysis of the calculation of the potential revenues which are 
calculated based on the tax base and tax rates street lighting as well as to 
calculate the effectiveness of street lighting tax is calculated based on the 
realization of the potential tax revenue and street lighting. The results of this 
study indicate that the potential for street lighting tax revenues in Gresik, 
calculated from all total potential street lighting tax revenues based on group 
rates for five years is that Rp. 206.024.635.291 and for the effectiveness of street 
lighting tax results in Gresik is considered as effective.
Keywords:Street lighting tax base, Potential Revenue, Tax Revenues 
streetlighting, and Effectiveness.
Abstraksi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi penerimaan dan efektivitas 
Pajak Penerangan Jalan yang ada di Kabupaten Gresik selama lima tahun, yaitu 
dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Untuk data yang digunakan adalah data dari 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta data dari PT. 
PLN Persero APJ di Kabupaten Gresik. Metode analisis yang digunakan yaitu 
analisis perhitungan potensi penerimaanyang dihitung berdasarkan pada basis 
pajak dan tarif Pajak Penerangan Jalan serta untuk menghitung efektifitas Pajak 
Penerangan Jalan yaitu dihitung berdasarkan pada realisasi penerimaan dan 
potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten 
Gresik yang dihitung dari semua total potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan 
berdasarkan golongan tarif selama lima tahun adalah sebesar Rp. 206.024.635.291
dan untuk hasil Efektifitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Gresik sudah 
tergolong efektif.
Kata kunci: Basis Pajak Penerangan Jalan, Potensi Penerimaan, Realisasi 
Penerimaan Pajak Penerangan Jalan, dan Efektivitas.
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Untuk menjadi daerah otonom, suatu daerah harus mempunyai 
kemampuan ekonomi yang memadai agar jalannya pemerintah tidak tersendat-
sendat dan pembangunan dapat terlaksana dengan baik, di sisi lain Negara 
Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjujung tinggi atas hak dan 
kewajiban untuk setiap orang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka dari itu 
dalam menempatkan pajak sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan untuk 
gotong-royong nasional, yang merupakan peran pemerintah serta masyarakat 
dalam pembiayaan pembangunan.
Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan 
dan pembangunan yang senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat
diandalkan. Kebutuhan ini sangat dibutuhkan oleh daerah terutama sejak 
diberlakukannya Otonomi Daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa melalui 
otonomi daerah, pembangunan ekonomi daerah diharapkan terwujud melalui 
pengelolaan sumber-sumber daerah dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 
tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Dengan adanya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang 
menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan yang 
berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-
masing daerah.Pemberlakuan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber 
penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah 
sebagai pihak yang menetapkan serta memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi 
juga berkaitan dengan masyarakat. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi 
bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan yang 
diatur dalam peraturan pajak daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan 
oleh pemerintah daerah harus membayar pajak atau retribusi daerah yang terutang. 
Hal ini menunjukan pada akhirnya proses pemungutan pajak dan retribusi daerah 
akan memberikan beban kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu 
memahami ketentuan pajak dan retribusi daerah dengan jelas agar dapat 
memenuhi kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia yang baik. Sehingga 
dalam proses pemungutan pajak yang telah diatur oleh Undang-undang 
diharapkan dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk kepentingan bersama.
Peran masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan dalam membayar pajak untuk 
meningkatkan semua sektor pembangunan, karena pada hakekatnya pajak yang 
dibayarkan oleh masyarakat ke kas negara akan dikembalikan kemasyarakat 
dalam bentuk tersedianya sarana dan prasarana lain yang menunjang 
kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya agar adil dan makmur. 
Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 
pembangunan daerah di Indonesia. Pajak dipilih sebagai salah satu sumber 
penerimaan negara karena adanya potensi atas penerimaan masyarakat yang terus 
mengalami peningkatan. Sehingga penerimaan negara dari segi pajak juga akan 
mengalami peningkatan. Meskipun pajak bukan merupakan sumber pendapatan 
asli daerah terbesar, tetapi dari beberapa macam pendapatan asli daerah yang 
menjadi perhatian adalah pajak daerah.Pajak daerah terdiri dari berbagai jenis
pajak yang terkait dengan barbagai sendi kehidupan masyarakat. Demikian pula 
dengan retribusi daerah. Masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah memiliki 
objek, subjek, tarif, dan berbagai ketentuan pengenaan tersendiri, yang mungkin 
berbeda dengan jenis pajak atau retribusi daerah lainnya.
Oleh karena itu Kabupaten Gresik berusaha meningkatkan pendapatan asli 
daerah melalui pajak daerah.Di karenakan Kabupaten Gresik merupakan salah 
satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak disebelah barat laut Kota 
Surabaya dan terbagi dalam 18 Kecamatan dan terdiri dari 330 Desa dan 26 
Kelurahan, serta Kabupaten Gresik adalah berbatasan dengan laut Jawa, Sebelah 
Timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya, sebelah selatan 
berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan sebelah barat 
berbatasan dengan Kabupaten Lamongan, sehingga Kabupaten Gresik memiliki 
lokasi yang strategis karena terletak tidak jauh dari Ibukota Provinsi Jawa Timur 
sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (gresikkab.go.id).
Salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik berasal 
dari berbagai sumber ekonomi, sepertipada tahun 2013 kondisi perekonomian 
Kabupaten Gresik dapat dilihat dari jumlah Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) atas Dasar Harga Konstan sebesar Rp. 20.780.170.00,- sedangkan dari 
jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Harga Berlaku sebesar Rp. 
57.209.069.00,-. Adapun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik tahun 2013
berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didominasi dari berbagai 
sektor, yaitu seperti Sektor Laba Perusahaan Daerah, Sektor Retribusi Daerah, 
Sektor Pajak Daerah, dan Sektor Penerimaan Lain-lain. Dimana perolehan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik dari sektor pajak daerah ini 
memiliki potensi yang cukup tinggi. Seperti yang disebutkan oleh Kepala Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten 
Gresik, bahwa penerimaan Pajak Daerah hampir mencapai 60% dari Pendapatan 
Asli Daerah (PAD)Kabupaten Gresik senilai Rp. 502.766.529.904.00,- menurut 
beliau pendapatan Pajak Daerah terbesar didominasi lima sektor pajak yang 
meliputi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) PLN maupun Non PLN yang tahun ini 
mencapai Rp. 103.171.514.396.00,- dari target Rp. 95.000.000.000.00,-. Disusul 
sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp. 
100.273.454.672.00,-. Selanjutnya Pajak Perdesaan dan Perkotaan (PPP) 
membukukan Rp. 66.154.766.350.00,-. Pajak Restoran Rp. 7.262.699.232.00,-
dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp. 4.436.840.015.00,-. 
Sehingga Pajak Daerah selama tahun 2013 mencapai 107,73% dari target yang 
diperkirakan.
Dari beberapa jenis Pajak Daerah yang banyak dikelola oleh Kabupaten 
Gresik yang menarik untuk diteliti oleh penulis adalah Pajak Penerangan Jalan, 
dimana pajak penerangan jalan merupakan salah satu kewajiban pemerintah 
daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan terutama di 
malam hari. Penerangan jalan sangat dibutuhkan bagi semua masyarakat yang 
akan melakukan aktivitasnya pada malam hari. Fungsi dari penerangan jalan 
umum akan sangat membantu kelancaran kegiatan ekonomi khususnya di 
Kabupaten Gresik, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap penerangan jalan 
makin besar yang artinya diperlukan biaya yang besar pula oleh pemerintah untuk 
memenuhi ketersediaan akan penerangan jalan yang memadai. Serta terlihat jelas 
pada keterangan diatas menyatakan bahwa pajak penerangan jalan di Kabupaten 
Gresik merupkan pajak daerah dengan penerimaan tertinggi dibandingkan pajak-
pajak daerah lainnya. Besarnya penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan pada 
Kabupaten Gresik, maka dapat dikatakan bahwa pajak ini dikategorikan sebagai 
pajak daerah memiliki penerimaan yang potensial dan produktif. 
Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana tingkat potensi penerimaan dan efektifitas Pajak Penerangan Jalan bagi 
Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam penelitian berjudul “Analisis Potensi 
Penerimaan dan Efektifitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Gresik”.
Rumusan Permasalahan
Berdasarkan uraian yang disampaikan diatas, maka dapat dibentuk 
rumusan masalah yaitu bagaimana Analisis Potensi Penerimaan dan Efektifitas 
Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Gresik jika dilihat dari golongan tarif 
Bisnis, golongan tarif Industri, dan golongan tarif Rumah Tangga?
Tujuan Penulisan
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan, 
maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
potensi riil dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan serta efektivitas Pajak 
Penerangan Jalan yang ada di Kabupaten Gresik.
Dan hasil yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat mencakup 
tersedianya data dan informasi mengenai potensi riil dari penerimaan dan 
efektifitas pajak penerangan jalan di Kabupaten Gresik.
KAJIAN PUSTAKA
Pengertian Pajak Daerah
Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah 
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah sebagaimana telah diatur terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 
Tahun 2009.
Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan 
Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak Penerangan Jalan
Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2002 pajak 
penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan 
bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya 
dibayar oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnya biaya tersebut akan dibebankan 
kepada masyarakat pelanggan listrik. Sehingga penerimaan pajak yang diperoleh 
dari pajak penerangan jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan 
pada jalan umum yaitu meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan.Serta 
penerangan jalan juga merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah untuk 
memenuhi kebutuhan dan kenyaman masyarakat, yang dimana dengan adanya 
penerangan jalan ini akan membantu segala aktivitas masyarakat khususnya di 
malam hari.
Berdasarkan pengertian diatas,terdapat beberapa jenis golongan pengguna 
tenaga listrik yang berasal dari sumber PLN, yaitu:
1. Pelanggan Golongan Tarif Bisnis
Pelanggan yang termasuk kedalam golongan tarif Bisnis adalah pelanggan 
yang sebagian atau seluruh tenaga listrik dari PT. PLN (Persero) digunakan untuk 
salah satu atau beberapa kegitan berbentuk Usaha Jual Beli Barang, Jasa, dan 
Perhotelan, Usaha Perbankan, Usaha Perdagangan Ekspor/Impor, dan Usaha-
usaha lainnya yang bertendensi komersial seperti praktek dokter, dan lain 
sebagainya.
2. Pelanggan Golongan Tarif Industri
Pelanggan yang termsuk kedalam golongna tarif Industri adalah pelanggan 
yang sebagian atau seluruh tenaga listrik dari PT. PLN (Persero) digunakan untuk
beberapa kegiatan usaha pengelolahan yang memberikan nilai tambah atas sesuatu 
produk untuk mendapatkan keuntungan. Seperti usaha perakitan atau reparasi, dan 
jenis-jenis usaha industri lainnya.
3. Pelanggan Golongan Tarif Rumah Tangga
Pelanggan yang termasuk kedalam golongan tarif Rumah Tangga adalah 
pelanggan perorangan atau badan sosial yang tenaga listriknya digunakan untuk 
keperluan rumah tangga. Contoh yang termasuk didalam golongan rumah tangga 
diantaranya rumah untuk tempat tinggal,  kontrakan, rumah susun milik 
perorangan, dan lain sebagainya.
Objek dan Subjek Pajak Penerangan Jalan
Menurut Undang-undang Nomor  28 Tahun 2009, Objek Pajak Penerangan 
Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang 
diperoleh dari sumber lain. Namun tidak semua penggunaan tenaga listrik 
dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek Pajak 
Penerangan Jalan, yaitu meliputi:
a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, 
konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik.
c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu 
yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
d. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.
Sedangkan Subjek Pajak Penerangan Jalan merupakan orang pribadi atau 
badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Maka yang dimaksud dari subjek 
pajak penerangan jalan adalah konsumen yang menikmati dan membayar 
pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan. Dalam hal ini tenaga 
listrik yang disediakan oleh sumber lain, wajib Pajak Penerangan Jalan adalah 
penyedia tenaga listrik.
Untuk mengatur lebih lanjut mengenai pajak penerangan jalan diatur oleh 
Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak 
Penerangan Jalan. Keputusan ini dikhususkan untuk pemungutan pajak 
penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN 
sedangkan pemungutan pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik 
yang bersumber non PLN diserahkan sepenuhnya pada ketentuan dalam peraturan 
daerah Kabupaten Gresik.
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan
Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Dasar pengenaan 
Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik yang telah ditetapkan 
dengan ketentuan sebagai beriku:
a. Jika tenaga listrik berasal dari sumber PLN dengan pembayaran, Nilai Jual 
Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan 
biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.
b. Jika tenaga listrik berasal bukan dari sumber PLN, Nilai Jual Tenaga Listrik 
dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka 
waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang ditetapkan oleh 
bupati/walikota dengan berpedoman pada harga yang berlaku untuk PLN.
Untuk Tarif Pajak Penerangan Jalan menurut UU No. 28 Tahun 2009 telah 
ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Sedangkan untuk 
penetapan tarif pajak penerangan jalan dari setiap daerah kabupaten/kota dapat 
disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing daerah kabupaten/kota. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa untuk setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk 
menetapkan besarnya tarif pajak. Di Kabupaten Gresik sendiri untuk penetapan 
tarif Pajak Penerangan Jalan telah di tetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten 
Gresik Nomor 02 Tahun 2011 tantang Pajak Daerah, adalah sebagi berikut:
1. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber PLN yaitu:
a. Untuk golongan Industri sebesar 3% (tiga persen)
b. Untuk golongan Bisnis/Tempat Usaha sebesar 8% (delapan persen)
c. Untuk golongan Rumah Tangga sebesar 8% (delapan persen)
2. Penggunaan tenaga listrik yang bukan PLN atau yang dhasilkan sendiri, tarif 
Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
Sedangkan besarnya pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung 
dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara 
perhitungan Pajak Penerangan Jalan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai 
berikut:
Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
= Tarif Pajak x Nilai Jual Tenaga Listrik
Dan jika Pajak Penerangan Jalan yang dipungut oleh PLN, maka besarnya 
pokok pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang 
dibayarkan oleh pelanggan PLN.
Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
Menurut Hamrolie (2003), bahwa potensi Pajak Penerangan Jalan ini 
diperoleh dengan cara mengalihkan basis pajak (Tax Base) Pajak Penerangan 
Jalan dengan tarif yang berlaku. Basis Pajak (Tax Base) merupakan hasil 
perhitungan biaya tarif beban dengan biaya pemakaian listrik (KWH). Untuk 
mendapatkan hasil biaya tarif beban dengan cara mengalihkan presentase Pajak 
Penerangan Jalan berdasarkan golongan pelanggan PLN yaitu (Golongan Rumah 
Tangga, Bisnis, dan Industri), jumlah pelanggan PLN dan rata-rata tarif dasar 
listrik dari masing-masing golongan pelanggan PLN. Sedangkan untuk 
mendapatkan hasil biaya pemakaian listrik (KWH) dengan cara mengalihkan 
presentase pajak penerangan jalan berdasrkan golongan pelanggan PLN 
(Golongan Rumah Tangga, Bisnis, dan Industri), jumlah pemakaian listrik (KWH) 
dan rata-rata tarif dasar listrik dari masing-masing golongan pelanggan PLN.
Efektivitas Pajak Peneragan Jalan
Efektivitas yaitu digunakan untuk mengukur keberhasilan hubungan antara 
hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan 
(Mardiasmo, 2003). Sedangkan menurut Simanjuntak (2001), efektivitas juga 
berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik 
sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai 
pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang 
merupakan sasaran yang telah ditentukan.
Adapun rumus untuk mengukur efektivitas pungutan pajak menurut 
Simanjuntak (2001) adalah sebagai berikut:
           = Realisasi Penerimaan PajakPotensi Penerimaan Pajak x 100 %
Dari rumus dan pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa 
efektifitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, jika semakin besar rasio 
maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 
(satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Dan jika rasio 
dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Untuk 
mengukur tingkat efektifitas dapat digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu:
1. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% (seratus persen) berarti 
sangat efektif.
2. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% (seratus persen) berarti efektif.




Menurut Arikunto (2001), Variabel Penelitian merupakan objek penelitian 
yang bervariasi. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalahPotensi 
Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Gresik yaitu dengan cara
penjumlahan biaya beban listrik dengan pemakaian listrik untuk pelanggan PLN 
(Golongan Rumah Tangga, Bisnis, dan Industri), dengan tarif pajak penerangan 
jalan. Serta Efektivitas Pajak Penerangan Jalan, dengan indikatornya adalah 
Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan, dan Potensi Penerimaan Pajak 
Penerangan Jalan.
Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini diperoleh langsung dari 
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset (DPPKA) Kabupaten Gresik, 
Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 245 Gresik dan diperoleh dari PT. PLN 
Persero APJ Kabupaten Gresik untuk pengambilan Data Biaya Beban Listrik dan 
Biaya Pemakaian dari tahun 2009 sampai tahun 2013.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui study 
lapangan yang meliputi wawancara dengan staf dibidang pajak daerah dari Dinas 
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset (DPPKA) serta Staf bagian 
Informasi di PT. PLNPersero APJ Kabupaten Gresik, dan dokumentasi berupa 
data-data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset 
(DPPKA) dan PT. PLN Persero APJ Kabupaten Gresik yang berupa data realisasi 
APBD serta target dan realisasi bidang pendapatan dan Data Biaya Beban Listrik 
dan Biaya Pemakaian selama tahun 2009–2013. Dan juga melalui studi pustaka, 
yaitu mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan materi dalam penelitian ini. 
Metode Analisis Data
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 
analisis deskriptifkualitatif, yaitu melalukan pengumpulan data, mengolah data, 
dan menganalisis data dan kemudian mengambil keputusan.
1. Analisis Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
Guna untuk mengetahui potensi pajak penerangan jalan perlu diketahui 
besarnya beban dan biaya pemakaian listrik yang menjadi basis pajak (tax base). 
Dengan menggunakan rumus basis pajak (Hamrolie, 2003) sebagai berikut:
Basis Pajak Penerangan Jalan= Biaya Beban + Biaya Pemakaian Listrik
Setelah diketahui hasil dari basis pajaknya, kemudian dapat menghitung potensi 
penerimaan pajak penerangan jalan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Potensi PPJ = Basis Pajak Penerangan Jalan x Tarif Pajak 
Jika semakin besar hasil perhitungan potensi yang dinyatakan dalam bentuk 
presentase maka semakin besar pula potensi penerimaan yang diterima sebagai 
penerimaan Pajak Penerangan Jalan.
2. Analisis Efektivitas Pajak Peneranga Jalan
Menurut Mardiasmo (2003), efektivitas digunakan untuk mengukur 
hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau potensi rill yang 
telah dimiliki suatu daerah.
Dalam penelitian ini rumus perhitungan yang digunakan untuk mengukur 
efektifitas pemungutan pajak sebagai berikut:
           = Realisasi Penerimaan PajakPotensi Penerimaan Pajak x 100 %
Definisi Operasional
Adapun definisi operasional dari masing-masing variabel, adalah:
1. Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan adalah jumlah dari total biaya 
beban dan biaya pemakaian  listrik pelanggan reguler PT. PLN Persero APJ 
Kabupaten Gresik, yang terditi dari (Golongan Ruamah Tangga, Golongan 
Bisnis, Golongan Industri) yang dikalikan dengan tarif Pajak Penerangan 
Jalan yang berlaku di Kabupaten Gresik.
2. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan adalah rasio antara realisasi dari hasil 
pemungutan Pajak Penerangan Jalan dengan potensi penerimaan Pajak 
Penerangan Jalan yang terdapat pada Kabupaten Gresik.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Gresik
Untuk menghitung potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan, pertama 
perlu diketahui basis Pajak Penerangan Jalan (Tax Base) dan baru kemudian 
potensinya, adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:
1. Perhitungan Basis Pajak Penerangan Jalan Per Golongan Tarif
Tabel 1
Perhitungan Basis Pajak Penerangan Jalan Golongan Tarif Bisnis
Tahun 2009-2013 (Rupiah)
Tahun Biaya Beban Biaya Pemakaian Basis Pajak Penerangan Jalan
2009 7.346.969.865 49.064.002.260 56.410.972.125
2010 4.730.464.090 62.539.097.461 67.269.561.551
2011 1.164.459.905 63.897.393.403 65.061.853.308
2012 1.068.490.460 73.128.016.260 74.196.506.720
2013 1.012.887.968 91.769.500.520 92.782.388.488
Sumber: PT. PLN Persero APJ Kabupaten Gresik, 2014, data diolah
Tabel 2
Perhitungan Basis Pajak Penerangan Jalan Golongan Industri
Tahun 2009-2013 (Rupiah)
Tahun Biaya Beban Biaya Pemakaian Basis Pajak Penerangan Jalan
2009 100.709.666.607 445.640.954.821 546.350.621.428




Sumber: PT. PLN Persero APJ Kabupaten Gresik, 2014, data diolah
Tabel 3
Perhitungan Basis Pajak Penerangan Jalan Golongan Rumah Tangga
Tahun 2009-2013 (Rupiah)
Tahun Biaya Beban Biaya Pemakaian Basis Pajak Penerangan Jalan
2009 29.248.089.120 106.763.223.520 136.011.312.640
2010 26.023.894.372 119.293.600.414 145.317.494.786
2011 20.848.005.155 141.413.796.857 162.261.802.012
2012 20.296.920.530 158.224.875.160 178.521.795.790
2013 20.049.941.430 185.967.686.400 206.017.627.830
Sumber: PT. PLN Persero APJ Kabupaten Gresik, 2014, data diolah
2. Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan menurut Golongan 
Tarif
Tabel 4
Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan 
Golongan Bisnis Tahun 2009-2013 (Rupiah)





Potensi Penerimaan Pajak 
Penerangan Jalan
2009 56.410.972.125 8 % 4.512.877.770
2010 67.269.561.551 8 % 5.381.404.924,1
2011 65.061.853.308 8 % 5.204.948.264,6
2012 74.196.506.720 8 % 5.935.720.537,6
2013 92.782.388.488 8 % 7.422.591.079
Total 355.721.282.192 8 % 28.457.702.574
Sumber: data diolah 
Tabel 5
Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
Golongan Industri Tahun 2009-2013 (Rupiah)





Potensi Penerimaan Pajak 
Penerangan Jalan
2009 546.350.621.428 3 % 16.390.518.642,8
2010 642.111.886.456 3 % 19.263.356.593,7
2011 675.584.799.299 3 % 20.267.543.978,9
2012 850.460.332.634 3 % 25.513.809.979
2013 996.048.696.100 3 % 29.881.460.883
Total 3.710.556.335.917 3% 111.316.690.077
Sumber: data diolah
Tabel 6
Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
Golongan Rumah Tangga Tahun 2009-2013 (Rupiah)





Potensi Penerimaan Pajak 
Penerangan Jalan
2009 136.011.312.640 8 % 10.880.905.011
2010 145.317.494.786 8 % 11.625.399.582
2011 162.261.802.012 8 % 12.980.944.160
2012 178.521.795.790 8 % 14.281.743.663
2013 206.017.627.830 8 % 16.481.410.226
Total 828.130.033.058 8 % 66.250.402.644
Sumber: data diolah
3. Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Gresik
Tabel 7















2009 4.512.877.770 16.390.518.642,8 10.880.905.011 31.784.301.423
2010 5.381.404.924,1 19.263.356.593,7 11.625.399.582 36.270.161.099
2011 5.204.948.264,6 20.267.543.978,9 12.980.944.160 38.453.436.402
2012 5.935.720.537,6 25.513.809.979 14.281.743.663 45.731.274.179
2013 7.422.591.079 29.881.460.883 16.481.410.226 53.785.462.188
Total 28.457.702.574 111.316.690.075 66.250.402.642 206.024.635.291
Sumber: data diolah
Berdasarkan jumlah keseluruhan dari hasil perhitungan Potensi 
Penerimaan Pajak Penerangan Jalan selama lima tahun, yaitu dimulai dari tahun 
2009 hingga tahun 2013 adalah sebesar Rp. 206.024.635.291.00,- dimana angka 
ini diperoleh dari keseluruhan Total Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan 
menurut golongan tarif reguler PT. PLN Persero APJ Kabupaten Gresik.
Selama lima tahun, yang memiliki potensi penerimaan Pajak Penerangan 
Jalan terbesar berdasarkan golongan tarif adalah pelanggan Golongan Industri, 
dengan total penerimaan sebesar Rp. 111.316.690.075.00,-. Disusul pelanggan 
Golongan Rumah Tangga dengan total sebesar Rp. 66.250.402.642,- dan terakhir 
yang memiliki potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan terendah adalah 
pelanggan Golonggan  Bisnis dengan total sebesar Rp. 28.457.702.574.00,-.
Tabel 8
Perbandingan Target dan Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan 











2009 55.245.000.000 60.174.830.118 31.784.301.423
2010 62.337.199.000 69.012.801.806 36.270.161.099
2011 73.641.696.051 77.051.924.962 38.453.436.402
2012 81.500.000.000 86.665.971.684 45.731.274.179
2013 95.000.000.00 103.171.514.396 53.785.462.188
Total 367.723.895.051 396.077.042.966 206.024.635.291
Sumber: DPPKAD Kabupaten Gresik, 2014, data diolah
Dan berdasarkan pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perbandingan 
dari hasil perhitungan target penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang dibuat oleh 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten 
Gresik jauh lebih besar dibandingkan dengan perhitungan jumlah potensi 
penerimaan Pajak Penerangan Jalan, dimana jumlah dari target penerimaan Pajak 
Penerangan Jalan yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gresik sebesar Rp. 367.723.895.051.00,-
Sehingga terdapat selisih sebesar 161.699.259.760.00,- antara potensi riil 
penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan terget yang telah ditetapkan oleh 
DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten 
Gresik, dengan ini dapat dinyatakan bahwa target yang ditetapkan oleh DPPKAD 
Kabupaten Gresik sudah sesuai dengan potensi riil dari Pajak Penerangan Jalan
yang dimiliki Kabupaten Gresik.
Serta apabila dilihat dari segi realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan 
Kabupaten Gresik juga sudah melampaui target dan potensi penerimaan Pajak 
Penerangan Jalan, dimana hal ini dapat diketahui bahwa potensi penerimaan Pajak 
Penerangan Jalan dapat dihitung dengan caramenjumlahkan biaya beban dan 
biaya pemakaian listrik dari beberapa pelanggan golongan tarif reguler PT. PLN 
Persero APJ Kabupaten Gresik, yang terdiri dari Golongan Tarif Bisnis, Golongan 
Tarif Industri, dan Golongan Tarif Rumah Tangga.
Analisis Perhitungan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten 
Gresik
Untuk mengetahui efektivitas Pajak Penerangan Jalan maka akan 
dilakukan per tahun dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pajak 
Penerangan Jalan dengan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan, adapun 
hasil perhitungan efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Gresik, adalah:
Tabel 9












2009 49.724.683.308 31.784.301.423 1,56
2010 57.638.950.770 36.270.161.099 1,58
2011 64.362.444.399 38.453.436.402 1,67
2012 74.261.198.695 45.731.274.179 1,62
2013 90.520.928.110 53.785.462.188 1,68
Rata-Rata 8,11
Sumber: DPPKAD Kabupaten Gresik, 2014, data diolah
Tabel 10




Penerangan Jalan Kriteria Efektivitas
2009 1,56 Baik 
2010 1,58 Baik
2011 1,67 Sangat Baik
2012 1,62 Sangat Baik
2013 1,68 Sangat Baik 
Sumber: data diolah
Berdasarkan dari semua hasil perhitungan efektivitas Pajak Penerangan 
Jalan yang diperoleh dari tahun 2009 hingga 2013 dapat diketahui bahwa 
penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Gresik  sudah dapat dikatakan 
efektif. Hal ini dapat dikatakan efektif dikarenakan realisasi penerimaan Pajak 
Penerangan Jalan di Kabupaten Gresik sudah mencapai target potensi penerimaan 
riilnya. Pada Tabel 9 diatas, dari tahun 2009 hingga 2010 efektivitas pemungutan 
Pajak Penerangan Jalan tergolong baik. 
Kemudian mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2013 efektivitas 
pemungutan Pajak Penerangan Jalan secara bertahap perubahan presentasenya 
sangat baik, meskipun di tahun 2012 sempat mengalami penurunan. Dimana pada 
tahun 2011 besar presentase yang diperoleh adalah 1,67% (satu koma enam puluh 
tujuh persen), sedangkan pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 1,62%
(satu koma enam puluh dua persen), akan tetapi pada tahun 2013 mengalami 
peningkatan kembali sebesar 1,68% (satu koma enam puluh delapan persen).
PENUTUP
Simpulan
Dengan memperhatikan hasil analisis dan pembahasan yang telah 
dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa Potensi Penerimaan Pajak 
Penerangan Jalan di Kabupaten Gresik dari tahun 2009 hingga tahun 2013 adalah 
sebesar Rp. 206.024.635.291.00,-. Yang dimana golongan tarif Industri 
merupakan golongan pelanggan listrik dari PT. PLN Persero APJ di Kabupaten 
Gresik yang memiliki potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan terbesar, bila 
dibandingkan dengan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Golongan Tarif 
Rumah Tangga dan Golongan Tarif Bisnis, dengan tolal potensi penerimaan 
selama lima tahun yaitu dari tahun 2009 hingga tahun 2013 sebesar Rp. 
111.316.690.075.00,-.
Serta berdasarkan analisis diatas terlihat bahwa target penerimaan Pajak 
Penerangan Jalan yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gresik sudah sesuai dengan potensi 
riildariPajak Penerangan Jalan yang dimiliki Kabupaten Gresik. Dan untuk hasil 
perhitungan efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Gresik dari tahun 
2009 hingga tahun 2013 secara keseluruhan menunjukkan lebih dari 100%. Hal 
ini menunjukkan bahwa efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Gresik 
sudah tergolong efektif.
Saran
Berdasarkan hasil simpulan potensi penerimaan dan efektivitas Pajak 
Penerangan Jalan di Kabupaten Gresik, maka dapat disarankan sebagai berikut:
1. Seharusnya untuk usaha penambahan jumlah pelanggan perlu ditingkatkan, 
karena pelanggan juga sangat berkontribusi cukup besar terhadap penerimaan
pajak penerangan jalan, terutama pada Golongan Tarif Bisnis dan Golongan
Tarif Rumah Tangga, sehingga kedua golongan tarif Pajak Penerangan Jalan 
tersebut juga dapat berpengaruh besar terhadap peningkatkan Penerimaan 
Pajak Penerangan Jalan.
2. Untuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(DPPKAD)Kabupaten Gresik seharusnya juga perlu dilakukannya koordinasi 
dengan PT. PLN Persero APJ Gresik dalam mengelola Pajak Penerangan 
Jalan, hal ini bertujuan supaya data mengenai penerimaan Pajak Penerangan 
Jalan yang diterimadari tagihan rekening pelanggan dapat diketahui secara 
langsung dan terbuka, serta agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan 
target di masa yang akan datang. 
DAFTAR PUSTAKA
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik. 
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009-
2013.
Badan Pusat Statistik, 2012. Gresik Dalam Angka. BPS, Kabupaten Gresik, 
Gresik.
Harun, Hamrolie. 2003. Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi 
Daerah,Yogyakarta: BPFE
Mardiasmo. 2003. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
Simanjuntak. 2001. Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah. Bunga Rampai 
Keuangan Daerah. Yogyakarta : AMP YKPN
Indrakusuma, Arieyani Widyarti. 2011. Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak 
Penerangan Jalan di Kota Semarang. 
http://eprints.undip.ac.id/29049/1/JURNAL.pdf
Riady, Indra. 2010. Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak 
Penerangan Jalan di Kabupaten Garut. 
http://eprints.undip.ac.id/23166/1/skripsi.pdf
Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.Jakarta: 
Rhineka Cipta.
PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Timur. 2009. Laporan Penjualan Aliran 
Listrik Tahun 2009.Gresik: PT. PLN Persero APJ Gresik.
PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Timur. 2010. Laporan Penjualan Aliran 
Listrik Tahun 2010. Gresik: PT. PLN Persero APJ Gresik.
PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Timur. 2011. Laporan Penjualan Aliran 
Listrik Tahun 2011. Gresik: PT. PLN Persero APJ Gresik.
PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Timur. 2012. Laporan Penjualan Aliran 
Listrik Tahun 2012. Gresik: PT. PLN Persero APJ Gresik.
PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Timur. 2013. Laporan Penjualan Aliran 
Listrik Tahun 2013. Gresik: PT. PLN Persero APJ Gresik.
Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004. Perubahan atas Undang–Undang No. 22 
Tahun 1999. 2004.Tentang Pemerintah Daerah. Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia.
Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1999. 1999. Tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah. Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia.
Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. 2009. Tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia.
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011. 2011.Tentang Pajak 
Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat.
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2005. 2005. Tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Gresik Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Penerangan Jalan. Bagian 
Hukum SETDA Kabupaten Gresik.
